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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengalihan 

system pengelolaan piutang Negara terhadap peningkatan penerimaan Negara 

bukan pajak BHP spectrum radio di Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Loka Monitor Gorontalo. Koefisien regresi sebesar 2,96 menunjukkan arah 

positif, maka semakin efektif pengalihan sistem pengelolan piutang Negara akan 

semakin besar pula peningkatan penerimaan Negara bukan pajak di Kementerian 

Komunikasi dan Informatika  Loka Monitor Gorontalo. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas peneliti memberikan 

saran yang diharapkan dapat berguna bagi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Loka Monitor Gorontalo dalam mengelola piutang negara untuk 

meningkatkan penerimaan Negara buka pajak BHP Spektrum Radio, yaitu.  

1. Dalam mencapai tujuan pengelolaan piutang Negara dibutuhkan kerja sama 

dan kordinasi dari berbagai pihak untuk diharapkan dalam pengelolaan 

piutang Negara selanjutnya lebih memperhatikan kerjasama antar divisi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan terhadap faktor-faktor diluar 

system pengelolaan piutang Negara seperti Legal Reform Administrative 

Reform, Institutional Reform dan Human Resources (Capacity Building) 
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